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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kepastian hukum merupakan suatu prinsip dan sekaligus standar yang 

sangat penting bukan hanya dalam penegakan hukum, tapi juga dalam kemajuan 

dunia usaha. Kepastian hukum dimulai dari status para pihak dalam memulai 

hubungan bisnis, membentuk klausul dalam hubungan bisnis bahkan sampai pada 

tahapan perbedaan penafsiran kesepakatan bisnis dan penyelesaian sengketa bisnis. 

Dalam hubungan privat (perdata), para pihak bertanggungjawab dalam 

pembentukan klausul kesepakatan bisnis dan ini terlaksana karena dalam transaksi 

perdata didasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak (Pacta Sun Servanda).1 

Dalam membuat dan menyepakati klausul perjanjian bisnis tersebut, para pihak 

mulai mengajukan klausul kesepakatan, kemudian pihak lain mempelajari dan 

membuat usulan perubahan atau dapat juga membuat penawaran ulang, dan pada 

akhirnya para pihak menyetujui kesepakatan bisnis tersebut. Dengan demikian, 

                                                 

1 Asas Pacta Sunt Servanda/ asas janji itu mengikat adalah bahwa dalam suatu perjanjian 

yang paling penting adalah isinya yakni keterkaitan para pihak dalam perjanjian yang ditentukan 

oleh para pihak sendiri atau dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri, maka orang sebenarnya 

terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Jadi orang 

terikat bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya. 

Lihat J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal 359. 

Selanjutnya Asas ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang 

menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para 

pihak di dalam perjanjian tersebut.  
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merupakan hal yang logis dan lumrah jika penyelesaian sengketa bisnis dalam ranah 

perdata, dilakukan dengan cara damai (Amicable) oleh para pembuat kesepakatan 

tersebut. Hal ini dikarenakan mereka (para pihak) yang merancang, melakukan 

negosiasi sampai memberikan persetujuan terhadap kesepakatan bisnis tersebut. 

Ketika muncul sengketa atau perbedaan pendapat pada hubungan perdata, 

para pihak dapat menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tersebut dengan 

menggunakan jalur litigasi (Pengadilan). Namun dalam litigasi, kompleksitas 

persidangan sering membebani para pihak. Hal ini antara lain disebabkan oleh 

proses persidangan yang berlarut-larut karena adanya: (i) hak para pihak untuk 

mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan bantahan, dan (ii) adanya 

biaya pengadilan, di luar biaya administratif resmi, yang dianggap mahal, serta (iii) 

proses beracara dalam pengadilan yang memakan waktu, sehingga memaksa para 

pihak untuk saling menyerang (adversary). Ini merupakan dilema tersendiri bagi 

penyelesaian sengketa di jalur pengadilan (litigasi) mengingat Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004 atau UU 

Kekuasaan Kehakiman) telah menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan 

prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.2 

Jika kita kembali mengkaji nilai-nilai kekeluargaan dan kebiasaan 

masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan berbagai perselisihan, terdapat 

                                                 

2 Indonesia (a), Undang-Undang tentang Kekuasaan tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 

No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 ahun 2009, TLN No. 5076  Pasal 4 Ayat (2). 
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kebiasaan penyelesaian sengketa sekaligus memulihkan persaudaraan dan 

silaturahim. Walaupun hal tersebut tidak secara eksplisit disebut sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (APS), namun tujuan dari nilai-nilai tersebut selaras dengan 

tujuan dari alternatif penyelesaian sengketa yaitu  arbitrase yang lazim berlaku di 

berbagai negara. Nilai kekeluargaan tersebut dari perspektif kuantitas dan 

administrasi di pengadilan, dapat bermanfaat sekaligus untuk mengurangi jumlah 

sengketa perdata di Peradilan litigasi.  

Dari perspektif sejarah hukum Indonesia, keberadaan lembaga arbitrase 

telah diberlakukan sejak masa kolonial Belanda. Hal ini dinyatakan pada berbagai 

ketentuan, seperti Pasal 377 pada Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”), atau 

disebut juga Reglement Bumiputra yang Dibarui, selanjutnya Pasal 705 dari Rechts 

Reglement Buiten Gewesten (“RBG”) yang memberikan kesempatan bagi orang 

Bumiputra dan Timur Asing yang berkehendak menyerahkan perselisihan mereka 

kepada keputusan juru pemisah, maka terhadap mereka akan berlaku ketentuan 

peraturan pengadilan bangsa Eropa. Pasal 377 HIR tersebut menjadi landasan 

keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktik hukum di Indonesia. Pasal ini 

memberikan pilihan (optional) kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan sengketa mereka melalui Juru Pisah atau Arbiter, dan kepada arbiter 

diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut ke dalam 

bentuk suatu keputusan. Sementara ketentuan yang dianggap merupakan sumber 

pokok dilaksanakannya arbitrase adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 
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Reglement op de Rechtsvordering (Rv) atau dalam Bahasa Indonesia disebut juga 

sebagai Hukum  Acara Perdata.  

Persetujuan arbitrase, sama seperti klausul lain yang disepakati secara 

perdata, tunduk sepenuhnya pada asas-asas dan ketentuan hukum perjanjian, 

terutama asas Pacta Sunt Servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),3 dimana sifatnya mutlak dalam 

perjanjian arbitrase, sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak bertentangan 

dengan Pasal 1320 KUH Perdata.4 Untuk itu, para pihak yang membuat perjanjian 

bisnis, menambahkan klausul penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Ini 

disepakati berdasarkan prinsip Pacta Sunt Servanda, dimana para pihak diberi 

kebebasan untuk membuat klausul khusus yang mengatur tentang perjanjian 

arbitrase. Sehingga berdasarkan prinsip tersebut, para pihak tidak diperkenankan 

mengingkari perjanjian (klausula) arbitrase ini karena sifat putusan arbitrase yang 

final dan mengikat, yang tidak bisa diingkari oleh para pihak dengan alasan apapun. 

Dengan demikian secara yuridis, di kemudian hari kesepakatan tersebut tidak dapat 

                                                 

3 Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai 

dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau 

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik.” 
4 Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengatur terkait syarat sah perjanjian yang harus 

dipenuhi, yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat 

suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang. 
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ditarik kembali secara sepihak karena harus didasarkan kepada Konsensus dari 

kedua pihak/para pihak. 

Perbedaan utama antara arbitrase dengan proses litigasi adalah putusan 

arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final), dan putusan arbitrase 

tersebut langsung mengikat para pihak, sementara untuk putusan badan peradilan 

masih dapat diajukan banding dan kasasi. Pada dasarnya, teori putusan Arbitrase 

yang bersifat final dan mengikat ini ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum 

dan kejelasan dari putusan arbitrase tersebut, dan mencegah para pihak untuk 

mengulur eksekusi putusan APS tersebut. Pasal 60 UU 30/1999 secara tegas 

menyatakan “putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dan mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”5. Ini berarti putusan arbitrase dapat 

segera dieksekusi dan tidak ada kesempatan untuk upaya hukum lain (banding atau 

kasasi). Hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan arbitrase yaitu proses yang 

sederhana dan cepat serta sesuai dengan inti penyelesaian sengketa melalui 

arbitrase.  

Jika kita bandingkan dengan ketentuan arbitrase pada tingkat Internasional, 

Sifat Final dan Mengikat ini juga dinyatakan  dalam Pasal 32 Arbitration Rules ayat 

(2) dari United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

sebagai berikut “The award shall be made in writing and shall be final and binding 

                                                 

5 Indonesia (b), Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138  Tahun 1999, TLN No. 3872 , Pasal 60. 



 

6 

 

on the parties. The parties undertake to carry out the award without delay”. Dengan 

demikian, berdasarkan berbagai ketentuan di atas, maka tidak ada alasan yang dapat 

dipergunakan untuk menunda-nunda putusan dari lembaga arbitrase tersebut.  

Meskipun demikian, di sisi lain, UU 30/1999 memberikan kesempatan bagi 

para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 70 dan Pasal 72 UU 30/1999, dan kemungkinan pembatalan ini diberikan 

dalam kondisi terbatas, yang dinyatakan sebagai berikut. 

Pasal 70 UU 30/19996: 

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan  permohonan 

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, 

yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau 

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 

pihak dalam pemeriksaan sengketa. 

 

Sementara di Pasal 72 UU 30/1999 menyatakan sebagai berikut.7 

(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri. 

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat 

pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. 

(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima. 

                                                 

6 Ibid., Pasal 70. 
7 Ibid., Pasal 72. 
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(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan 

banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan 

terakhir. 

(5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan 

banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut 

diterima oleh Mahkamah Agung. 

 

Penulis tertarik membahas teori dan peraturan terkait pembatalan putusan arbitrase 

ini, dikarenakan dalam praktik hukum Indonesia sejak diundangkannya UU 

30/1999 tersebut, Pengadilan telah membuat berbagai putusan untuk menafsirkan 

ketentuan pasal 70 dari UU 30/1999 mengenai pembatalan putusan lembaga 

arbitrase tersebut dan dalam berbagai putusan yang kontroversial tersebut, pada 

beberapa putusan, Pengadilan Negeri bahkan melakukan pemeriksaan kembali 

terhadap materi yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase. Hal ini jelas 

menimbulkan kontroversi, menyimpang dari UU 30/1999 dan mencederai 

kepastian hukum itu sendiri, dikarenakan hal itu mengakibatkan adanya dua 

lembaga hukum (pengadilan negeri dan lembaga arbitrase) yang mengadili satu 

kasus yang sama. Hal ini berpotensi menyebabkan munculnya 2 (dua) putusan yang 

berbeda untuk kasus yang sama. Hal tersebut berpotensi menghilangkan atau 

mengurangi kepastian hukum dan kejelasan terhadap putusan arbitrase tersebut. 

Selanjutnya Pengadilan Indonesia di berbagai tingkat (Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) telah membuat penafsiran yang berbeda-

beda terkait dengan kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase 
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tersebut. Meskipun arbitrase merupakan suatu lembaga independen yang terpisah 

dari pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan yang erat diantara keduanya. 

Putusan yang telah dihasilkan melalui arbitrase bersifat final dan mengikat, 

dimungkinkan untuk dilaksanakan sebagaimana layaknya sebagai putusan lembaga 

peradilan. Namun adanya keharusan putusan arbitrase tersebut untuk didaftarkan di 

Pengadilan Negeri, menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya 

pemaksa terhadap para pihak yang mentaati putusannya. 

Untuk maksud tersebut, penelitian ini akan membahas beberapa putusan 

pengadilan terkait permohonan pembatasan putusan arbitrase yang dimohonkan 

oleh berbagai pihak dan berbagai inkonsistensi Pengadilan dalam menafsirkan 

kewenangan pembatalan putusan arbitrase oleh lembaga peradilan. 

Permasalahan singkat yang penulis kemukakan di atas, merupakan latar 

belakang masalah yang akan penulis lakukan. Penelitian ini pada intinya dilandasi 

oleh suatu pemikiran tentang adanya ketidakpastian hukum dikarenakan adanya 

celah untuk dilakukannya penafsiran (interpretation) atas upaya hukum, dimana 

salah satu pihak dalam suatu putusan arbitrase tidak berkehendak untuk 

melaksanakan keputusan arbitrase. Sedangkan, segala proses penyelesaian sengketa 

tersebut  dimulai dan diakhiri dengan suatu keyakinan di antara para pihak dan para 

arbiter yang ditunjuk oleh mereka bahwa persengketaan tersebut dapat diselesaikan 

melalui arbitrase dan bukan melalui cara penyelesaian sengketa yang dilakukan 
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dimuka peradilan umum, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak 

dalam suatu perjanjian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dirumuskan terkait dengan 

asas kepastian hukum pada putusan lembaga arbitrase dikaitkan dengan sejauh 

mana kewenangan mengadili dari institusi pengadilan Indonesia. Sementara itu, 

secara terperinci, penelitian diarahkan pada 3 (tiga) permasalahan, sebagai berikut. 

1. Bagaimana peraturan (hukum positif) di Indonesia mengatur 

kewenangan lembaga peradilan umum (perdata dan pidana) dalam 

kaitannya dengan pengujian putusan lembaga arbitrase? 

2. Bagaimana penerapan hukum dari kewenangan lembaga peradilan 

umum (perdata dan pidana) dalam menguji putusan lembaga arbitrase? 

3. Bagaimana peraturan (regulation) yang ideal yang dapat menjamin 

kepastian hukum terkait kewenangan pengujian di peradilan umum 

(perdata dan pidana) dikaitkan dengan kewenangan lembaga arbitrase 

dalam memutus perselisihan di Indonesia? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai pembatalan putusan arbitrase berdasarkan UU 30/1999 

dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam putusan arbitrase yang bersifat final 

dan mengikat memiliki tujuan, yaitu: 
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1. Mengkaji dan menganalisis landasan yuridis normatif atas peraturan 

(hukum positif) Indonesia yang mengatur kewenangan lembaga peradilan 

umum (perdata dan pidana) dalam kaitannya dengan  pengujian putusan 

lembaga arbitrase. 

2. Mengkaji dan menganalisis beberapa putusan hakim (penerapan hukum) 

terkait kewenangan lembaga peradilan umum (perdata dan pidana) dalam 

menguji putusan lembaga arbitrase. 

3. Mengkaji teori hukum yang ideal dan usulan rumusan peraturan yang ideal 

(usulan amandemen peraturan) yang dapat menjamin kepastian hukum 

terkait kewenangan pengujian di peradilan umum (perdata dan pidana) 

dikaitkan dengan kewenangan lembaga arbitrase dalam memutus 

perselisihan di Indonesia 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran atau konsep bagi pengembangan teori, ilmu pengetahuan dan wawasan 

di bidang hukum. Sedangkan secara khusus, penelitian ini diharapkan akan 

memberikan sumbangan pemikiran bagi teori arbitrase dan APS, dengan cara 

membahas dan menguji konsistensi antara teori arbitrase dan APS dikaitkan 

dengan hukum positif dan putusan pengadilan. Terutama kajian mengenai batasan 

kewenangan mengadili yang dimiliki institusi pengadilan terkait putusan lembaga 
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arbitrase dan APS. Hal ini penting demi menciptakan penegakan hukum yang adil 

dan menjamin asas kepastian hukum bagi masyarakat, terutama para pencari 

keadilan (justitiabelen). Lembaga arbitrase dan lembaga pengadilan adalah 2 

(dua) institusi pengambil keputusan dalam sengketa hak dan hukum, yang 

melaksanakan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Namun di sisi lain, 

asas kepastian hukum merupakan prinsip yang tidak kalah penting dalam suatu 

negara hukum (rechtstaat). 

Selanjutnya penelitian ini juga menyertakan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor: 15/PUU/XII/2014 tanggal 11 November 2014, yang pada intinya 

membatalkan ketentuan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Tentunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

berpengaruh atas kewenangan mengadili yang dimiliki institusi pengadilan terkait 

putusan lembaga arbitrase dan APS. 

Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

referensi dan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan, 

terutama dalam hal mencari referensi mengenai sejauh mana kewenangan 

pengadilan dalam menguji dan membatalkan putusan arbitrase berdasarkan teori 

dan hukum yang ideal di Indonesia. 
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Selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

rencana amandemen (perubahan) terhadap UU Arbitrase di Indonesia. Hal ini 

penting untuk diteliti, mengingat saat ini terdapat perdebatan seputar kewenangan 

peradilan umum (Pengadilan Negeri) dalam membatalkan putusan lembaga 

arbitrase. Untuk itu, diharapkan terdapat kesamaan pemahaman terkait dengan 

kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dalam membatalkan putusan 

lembaga arbitrase, sehingga terdapat adanya kepastian hukum di tengah 

kehidupan masyarakat. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 

Bab pertama: Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi 

menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis serta 

menguraikan sistematika penulisan yang dijabarkan secara singkat dan terdiri dari 

lima bab. 

Bab kedua: Menguraikan tentang kajian teoritik mengenai 

konseptualisme teori kepastian hukum dikaitkan dengan lembaga arbitrase. Selain 

itu diuraikan pula konsep final dan mengikat (Final and Binding) serta pembatalan 

putusan arbitrase yang diatur di Negara Indonesia dan  Peraturan Internasional.  
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Bab ketiga: Dalam bab tiga Penulis menguraikan terkait pengertian 

penelitian, pengertian metode yang penulis pergunakan, jenis penelitian yang mana 

dalam rangka penulisan disertasi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

yuridis normatif. Selain itu diuraikan pula terkait pengumpulan data, kerangka 

acuan untuk analisa dan analisa data. 

Bab keempat: Penulis menjelaskan beberapa putusan yang tidak konsisten 

dan kontroversi terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam membatalkan 

putusan lembaga arbitrase, Penulis juga akan menganalisis dan menjawab 

permasalahan hukum yang telah disusun tentang implikasi perluasan kewenangan 

menguji dari pengadilan umum (perdata dan pidana) terhadap putusan lembaga 

arbitrase dari perspektif teori hukum tentang Kepastian Hukum. Dalam bab ini, 

penulis akan memberikan penjabaran analisis tentang batasan hukum atau batasan 

kewenangan menguji dari peradilan umum (perdata dan pidana) terkait Lembaga 

Arbitrase dan Putusan Lembaga Arbitrase. 

Bab kelima : Kesimpulan dan Saran. 

  


